
 
 
 
 

BUPATI BUTON 
 

PERATURAN BUPATI BUTON 
NOMOR  3 TAHUN  2014 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN  ATAS PERATURAN BUPATI  NOMOR 24 TAHUN 2013 
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI 

NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2014 

                
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BUTON, 
 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perjalanan dinas bagi 
Pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap dalam rangka kegiatan khusus 
meliputi pemeriksaan/audit, survey lapangan, pengukuran tanah, 
penagihan, dan pendataan dalam wilayah Ibukota Kabupaten 
Buton di Pasarwajo, maka Peraturan Bupati Buton Nomor 24 
Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah, 
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2014, perlu 
disesuaikan;         

 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas  Bupati  Buton  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perjalanan  
Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat  Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai 
Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tahun 
Anggaran 2014; 

 

 



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356); 

 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 
 

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 
 

10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

11. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  11  Tahun  2011  tentang  
Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai 
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, 
dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daerah; 
 

12. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor  27 tahun 2013  tentang  
Pedoman  Penyusunan  Anggaran Pendapatan  dan Belanja  
Daerah  Tahun Anggaran 2014;  

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012  tentang  
Standar Biaya Tahun Anggaran 2013; 

 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor113 /PMK.05/2012  tentang  
Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 
Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap; 

 

15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun  2009 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton; 

 

16. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun  2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tahun   
Anggaran 2014; 

 

17. Peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun  2010 tentang Kebijakan 
Akuntansi  Pemerintah Kabupaten Buton; 

  
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan     :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BUTON NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN 
DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN 
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BUTON TAHUN ANGGARAN 2014.                

 



PASAL I 
 
Diantara ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Bupati 
Buton   Nomor  24  Tahun   2013   tentang   Perjalanan  Dinas  Bagi  
Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2014, disisipkan 1                  
(satu) ayat  baru yaitu  ayat (3.a) sehingga  Pasal 10 berbunyi  
sebagai berikut: 

 
Pasal 10 

 

(1) Untuk Perjalanan dinas dalam daerah, dapat diberikan biaya 
perjalanan dinas berupa: 
a. uang harian; 
b. biaya penginapan; dan 
c. biaya transpor. 

 

(2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
diberikan apabila perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan 
lebih dari 6 (enam) jam. 

(3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
dibayarkan secara lumpsum, sesuai standar besarnya biaya 
perjalanan dinas yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan 
Bupati ini. 

(3.a) Bagi Pejabat/PNS/Pegawai Tidak Tetap yang melakukan  
perjalanan dinas  dalam rangka kegiatan khusus meliputi 
pemeriksaan/audit, survey lapangan, pengukuran tanah, 
penagihan, dan pendataan dalam wilayah Ibukota Kabupaten 
Buton di Pasarwajo, diberikan uang harian  yang besarnya  
disesuaikan  dengan standar besarnya  biaya perjalanan dinas  
pada kecamatan  lain sebagaimana  dimaksud  pada ayat (3). 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
diberikan apabila Pelaksana SPPD menginap di 
hotel/penginapan di tempat yang dituju, dengan ketentuan 
tidak melebihi standar besarnya biaya Hotel/penginapan yang 
ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 
 

 



(5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan fasilitas 
hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) 
Peraturan Bupati ini. 

 

(6) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dihitung sesuai biaya riil  Pergi Pulang (PP) dari tempat 
kedudukan ke tempat yang dituju, dan paling tinggi sesuai 
standar besarnya biaya transpor  yang ditetapkan dalam 
Lampiran III Peraturan Bupati ini. 

  
 

 

PASAL II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku  pada tanggal  diundangkan. 
 

Agar  setiap  orang  mengetahuinnya,  memerintahkan  
Pengundangan  Peraturan  Bupati  ini,  dengan  penempatannya  
dalam  Berita  Daerah  Kabupaten  Buton. 

 

 
             Ditetapkan  di  Pasarwajo 

         pada   tanggal 25 Februari  2014 
 

 
       BUPATI  BUTON, 

 
 

ttd 
 

    SAMSU  UMAR ABDUL SAMIUN 
 

 

   Diundangkan  di  Pasarwajo        
   pada   tanggal 26 Februari  2014 

 
 
 
 

    SEKRETARIS  DAERAH KABUPATEN,  
 

ttd 
 

 
dr. H. ZUHUDDIN  KASIM, MM 
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d 
NIP. 19600917  198902 1 001 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

           BERITA  DAERAH   KABUPATEN   BUTON  TAHUN 2014  NOMOR : 43 
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